
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa  dalam  rangka  konsistensi  prioritas,  sasaran  dan 
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-
2029,  maka  perlu  menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2027;
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  merupakan   penjabaran 
dari  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
memuat  rancangan  kerangka  ekonomi  Daerah,  prioritas 
pembangunan  Daerah,  serta  rencana  kerja  dan  pendanaan 
untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  yang  disusun  dengan 
berpedoman  pada  Rencana  Kerja  Pemerintah  dan  program 
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 
dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tabalong Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang 
Penetapan Undang-Undang   Darurat  Nomor 3 Tahun 
1953  tentang  Perpanjangan  Pembentukan  Daerah 
Tingkat  II  di  Kalimantan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  1953  Nomor  9),  sebagai  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor   1820),  sebagaimana  telah  beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun  1965  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II 
Tanah  Laut,  Daerah  Tingkat  II  Tapin  dan  Daerah 
Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan  Undang-
Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang 
Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  di  Kalimantan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1965 
Nomor  51,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  4286),  sebagaimana  telah 
diubah  dengan  UndangUndang  Nomor  7  Tahun  2021 
tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (Lembaran 



-2-

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421);

5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 
Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Nomor  5234),  sebagaimana   telah  beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang
Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),  sebagaimana 
telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-
undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 
2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang 
Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang  Nomor  59  Tahun  2024  tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019  tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun 2019  tentang 
Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036) 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri 
Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan 
Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi 
Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana 
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana 
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Serta  Tata 
Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka 
Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka 
Menengah  Daerah  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatur 
Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang  Laporan  dan  Evaluasi 
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 
tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 
(Lembaran   Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2024 
Nomor  07,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten 
Tabalong 04);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2025-2029 
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2025 
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten 
Tabalong  Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 
2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 
2025  Nomor  05,  Tambahan  Lembaran  Daerah 
Kabupaten Tabalong Nomor 03);

21. Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  47  Tahun  2025 
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tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten 
Tabalong  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun 
2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:
Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 
2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah  Pusat  yang  selanjutnya  disebut  Pemerintah  adalah  Presiden 

Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara 
Republik  Indonesia  yang  dibantu  oleh  wakil  Presiden  dan  Menteri 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagai  unsur  penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Bupati  dan  DPRD  dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah.

7. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  yang  selanjutnya 
disingkat  RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode  5 
(lima) tahun.

8. Rencana  Pembangunan   Tahunan  Daerah  yang  selanjutnya  disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

10. Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun.

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang  diberikan  kepada  Perangkat  Daerah  untuk  setiap  program sebagai 
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 
sebelum disepakati dengan DPRD.

13. Program  adalah  penjabaran  kebijakan  Perangkat  Daerah  dalam  bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai hasil  yang terukur sesuai dengan 
tugas dan fungsi.

14. Kegiatan  adalah  serangkaian  aktivitas  pembangunan  yang  dilaksanakan 
oleh  Perangkat  Daerah  untuk  menghasilkan  keluaran  (output)   dalam 
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 2

RKPD  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2027  merupakan  Dokumen  Perencanaan 
Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk periode satu tahun dari tanggal 1 
Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027 yang dibiayai melalui 
APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2027.
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Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD 
Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

(2) RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), digunakan sebagai pedoman bagi:
a. Perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat  Daerah 

Kabupaten Tabalong; dan
b. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tabalong 

serta Rancangan prioritas dan Plafon Anggaran  Sementara Kabupaten 
Tabalong.

Pasal 4

(1) RKPD  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2027  tertuang  dalam  Naskah  RKPD 
Kabupaten Tabalong Tahun 2027.

(2) Naskah  RKPD Kabupaten  Tabalong  Tahun  2027  sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (1) disusun dengan sistematika:

a. Bab I. Pendahuluan;
b. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Bab V.  Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g. Bab VII. Penutup.

(3) Naskah RKPD Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan  di Tanjung
pada tanggal           2026

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan  di Tanjung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

 HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2027 NOMOR 


